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PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Z=es 7\
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang
dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:
Penggugat;
lawan
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01

Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar

pada tanggal 02 Maret 2023 dengan register perkara Nomor

120/Pdt.G/2023/PA.Bsk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah
pada tanggal 10 Desember 2011, dilaksanakan di umah Penggugat yang
beralamatdi Jorong Parik Cancang Piliang, Nagari Supayang, Kecamatan
Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor: 0241/06/X11/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah
Datar, tanggal 12 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah kontrakan di Jin. Tri Sakti, RT/RW 03/03, Kelurahan Gajah Sakti,
Kecamatan Mandaw,Kabupaten Bengkalis, Kota Duri, Provinsi Riau,
selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, kemudian pindah ke
rumah orang tua Penggugat di Jorong Parik Cancang Piliang, Nagari
Supayang, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar,sampai
berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awal pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2013, rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
4.1.Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan
rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Penggugatlah yang bekerja;

4.2.Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah lagi tanpa
seizin Penggugat karena Penggugat tidak bisa memberi keturunan
kepada Tergugat, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan
Tergugat;

4.3.Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai Istri Tergugat, seperti
Tegugat kurang jujur dalam masalah keuangan mumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi
pada tanggal 17 November 2019 di sebabkan karena Penggugat tidak
tahan lagi dimadu selama 6 (enam) tahun oleh Tergugat, dan Penggugat
meminta kepada Tergugat untuk memilih antara Penggugat dan isteri ke
dua Tergugat, sehingga terjdi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat
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itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang

3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua
Penggugat di Jorong Parik Cancang Piliang, Nagari Supayang, Kecamatan
Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Jin. Ngurahrai. Ill. No. 15, RT/RW 002/002,
Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha
untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari
Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam
menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang
timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama
tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil
kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.......... ) tehadap Penggugat

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
subsider
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
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menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
A. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0241/06/XI1/2011 12 Desember 2011
atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung,
Kabupaten Tanah Datar, alat bukti tersebut diberi tanda P dan diparaf;
B. Bukti Saksi
1. saksi |, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sepupu Penggugat;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah
tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Parik
Cancang Piliang, Nagari Supayang, Kecamatan Salimpauang,
Kabupaten Tanah Datar,sampai berpisah;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun

dan harmonis, namun sejak beberapa tahun setelah menikah rumah
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tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang
dan tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat
berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 3 (tiga) tahun
lamanya;

Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat;

2. saksi ll, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah

tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Parik

Cancang Piliang, Nagari Supayang, Kecamatan Salimpauang,

Kabupaten Tanah Datar,sampai berpisah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun

dan harmonis, namun sejak beberapa tahun setelah menikah rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang

dan tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat

berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 3 (tiga) tahun

lamanya;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tjuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan
Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadimya
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat
tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus (bercerai),
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maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai
pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan
mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan
alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
akibat dari perselishan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di
persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal
Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui
dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,
namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat
dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang
dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yang berbunyi:

A ¥ Ak 58 cad fy Gl I G S5 D ged G
Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah
termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang
perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan
untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai
dengan Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal
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4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat
diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil
posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah
syariah dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Al Al Sl dwe ol JlE ol Sl o o
Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana
dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat
tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup
sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil
dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti
sempuma dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat
masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat
dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk
menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio), karenanya
Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang

saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan
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Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah
memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuanPasal
171-172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai
dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi
Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang
saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan
saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling
bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang
dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal
307-309 R.Bg., Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan
dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, namun sejak beberapa tahun setelah menikah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dan tidak
bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat berselingkuh
dengan wanita lain;
Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat
bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum
Islam tahun 1991, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari dua
tahun lamanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan
perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum
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Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Quran surat Ar-Rum

ayat 21 yang berbunyi:

el Y el & o) des j5 B350 oSSy dea 5 Ll TsSudl a5l aSudil (e o1 B ) 3l G
Qs SR

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendir, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makmuh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan
Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti Tergugat telah meninggalkan
Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, dengan demikian alasan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39
ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan
Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal
119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap
Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
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bada dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan
azas lex spesialis drogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum
dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (............. ) terhadap
Penggugat (cveveverarenn );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Batusangkar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 27 Sya’ban 1444 Hijriyah oleh Drs. Asril sebagai Ketua
Majelis, Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.dan Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
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Sistem Informasi Pengadilan Agama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1444 Hijriyah oleh Ketua
Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan didampingi
oleh Dra. Sumarni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A. Drs. Asril
Hakim Anggota
ttd

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Sumarni

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 300.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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